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TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN DAMAI SEBAGAI DASAR PENCABUTAN
PENGADUAN DAN LAPORAN DI KEPOLISIAN PADA PROSES PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA

Siti Aisyah DRismansyah?

E-mail: siti.aisyah.sepaku@gmail.com  rismansyah@unikarta.ac.id?

Abstract

Withdrawal of a police report by the reporting party is an action permitted in the law
enforcement system in Indonesia. The procedure for withdrawing this report is regulated in
Article 75 of the Criminal Code (KUHP), which states that "a person who files a complaint
has the right to withdraw it within three months after the complaint is filed" Thus, the
withdrawal of the complaint can be the basis for stopping or closing the criminal case
process. In relation to its legal consequences, the withdrawal of the police report as referred
to in Article 75 of the Criminal Code causes the legal process to be unable to continue and
the prosecution is terminated by law. The ideal resolution of criminal cases can be done
through non-litigation channels as an alternative solution.

Non-litigation settlement is a form of case resolution carried out outside the judicial system.
At the police level, this mechanism is known as restorative justice, as regulated in the
Regulation of the Chief of the Republic of Indonesia National Police Number 8 of 2021
concerning Handling of Criminal Acts Based on Restorative Justice. Article 3 paragraph (1)
states that handling criminal acts with a restorative justice approach must meet general
and/or specific requirements. The application of restorative justice reflects efforts to provide
legal certainty and justice, both for the reported party and the victim. In addition, the
application of restorative justice needs to be socialized in a structured, systematic, and
massive manner to the community in order to ensure the achievement of legal certainty,
benefits, and justice.

Keywords: Revocation, Restorative Report
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Abstrak

Pencabutan laporan polisi oleh pihak pelapor merupakan tindakan yang diperbolehkan
dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Prosedur pencabutan laporan ini diatur dalam
Pasal 75 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa "orang
yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah
pengaduan diajukan." Dengan demikian, pencabutan pengaduan tersebut dapat menjadi
dasar untuk menghentikan atau menutup proses perkara pidana. Terkait dengan konsekuensi
hukumnya, pencabutan laporan polisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 KUHP
menyebabkan proses hukum tidak dapat dilanjutkan dan penuntutan menjadi gugur demi
hukum. Adapun penyelesaian perkara tindak pidana yang ideal dapat dilakukan melalui jalur
nonlitigasi sebagai solusi alternatif.

Penyelesaian non-litigasi merupakan bentuk penyelesaian perkara yang dilakukan di luar
jalur peradilan. Di tingkat kepolisian, mekanisme ini dikenal dengan istilah keadilan
restoratif (restorative justice), sebagaimana diatuf dalam Peraturan Kepala Kepolisian
Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindal( Pidana
Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam Pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa penanganan
tindak pidana dengan pendekatan keadilan restoratif hams memenuhi persyaratan umum
dan/atau khusus. Penerapan keadilan restoratif ini mencerminkan upaya untuk memberikan
kepastian hukum dan keadilan, baik bagi pihak terlapor maupun korban. Selain itu,
penerapan keadilan restoratif perlu disosialisasikan secara terstruktur, sistematis, dan masif
kepada masyarakat guna memastikan tercapainya kepastian, kemanfaatan, dan keadilan
hukum.

Kata Kunci: Pencabutan, Laporan Restoratif

A. PENDAHULUAN

Setiap warga negara yang bertanggung jawab seharusnya menjadikan hukum
sebagai landasan utama dalam menjalani kehidupan sehari-hari, terutama dalam
menjalin hubungan sosial di masyarakat. Apabila seseorang lalai atau dengan sengaja
mengabaikan kewajibannya untuk menaati hukum hingga menyebabkan kerugian bagi
pihak lain, maka perbuatannya dapat dianggap sebagai suatu pelanggaran hukum. Hal
ini disebabkan karena kewajiban tersebut telah diatur dan ditetapkan oleh ketentuan
hukum yang berlaku.

Hukum adalah seperangkat aturan yang mengatur hubungan antarindividu dalam
masyarakat maupun antara masyarakat dengan negara, dengan tujuan agar seperti

sesuatu berlangsung sesuai dengan kesepakatan bersama. Oleh karena itu, hukum
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berperan dalam mengkaji berbagai tindakan kriminal dan pelanggaran hukum yang
terjadi di tengah masyarakat, sekaligus mengatur kepentingan-kepentingan masyarakat
atas suatu peristiwa hukum, baik yang terjadi saat ini maupun di masa yang akan datang.
Dengan demikian, pelaksanaan hukum harus dijalankan sesuai dengan ketentuan yang
telah diatur dalam undang-undang guna mewujudkan kepastian hukum serta
menciptakan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.

tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melanggar
ketentuan hukum yang berlaku di suatu daerah atau wilayah tertentu. dan apabila
perbuatan tersebut terjadi, maka pelakunya dapat dikenai sanksi sesuai dengan
pelanggaran yang dilakukan. Segala ketentuan mengenai hal ini telah diatur dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang memuat berbagai jenis aturan hukum
yang bersifat mengikat, baik yang berkaitan dengan pelanggaran maupun kejahatan.

Salah saw jenis tindak pidana yang diatur dalam KUHP adalah tindak pidana yang
penuntutannya bergantung pada adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan.
Ketentuan ini tercantum dalam Bab VII KUHP, yang mengatur mengenai tata cara
pengajuan serta pencabutan pengaduan terhadap kejahatan-kejahatan yang hanya dapat
diproses hukum apabila ada laporan dari korban atau pihak yang merasa dirugikan.

Dalam kehidupan bermasyarakat, pelanggaran hukum balk berupa kejahatan
maupun pelanggaran sering kali terjadi. Hukum berfungsi untuk mengatur hubungan
antar individu, sekaligus membatasi kepentingan-kcpentingan tertentu serta menetapkan
larangan atau kewajiban guna menciptakan ketertiban hukum di tengah masyarakat.
Kejahatan tidak hanya timbul akibat campur tangan kekuasaan, tetapi juga dapat berasal
dari persoalan hidup pribadi maupun keluarga. Seseorang yang merasa dirugikan atau
menjadi korban atas perbuatan orang lain cenderung akan berusaha membalas tindakan
tersebut terhadap pelakunya.

Menurut Pasal 108 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP), setiap orang yang mengetahui adanya permufakatan jahat atau terjadinya
tindak pidana yang mengganggu ketenteraman umum, mengancam jiwa, atau
merugikan hak milik, wajib segera melaporkan hal tersebut kepada penyidik. Apabila
kewajiban ini tidak dipenuhi, maka dapat dianggap melanggar ketentuan dalam Pasal

164 dan Pasal 165 KUHP. Dalam menjalankan tugasnya, penyidik atau penyelidik yang
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menerima informasi berupa laporan maupun pengaduan, berkewajiban segera
mengambil langkah-langkah untuk mengungkap dan menjelaskan perkara secara tuntas

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia menyebutkan bahwa tugas pemeliharaan keamanan dalam negeri dilakukan
melalui pelaksanaan fungsi kepolisian, yang meliputi pemeliharaan keamanan dan
ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta perlindungan, pengayoman, dan
pelayanan kepada masyarakat. Seluruh fungsi tersebut menjadi tanggung jawab
Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara. Di samping itu, kepolisian
memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap setiap tindak pidana sesuai
dengan ketentuan dalam hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan
lainnya. Sebagaimana dijelaskan dalam KUHAP Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka
2, penyidikan merupakan rangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik berdasarkan
ketentuan undang-undang guna mencari dan mengumpulkan alat bukti, sehingga dengan
bukti tersebut dapat menjelaskan tindak pidana yang terjadi dan mengidentifikasi
pelakunya.

Dalam peristiwa terjadinya tindak pidana, Pasal 1 angka 24 dan 25 menjelaskan
bahwa "laporan" merupakan bentuk pemberitahuan yang diberikan oleh seseorang
kepada pejabat yang berwenang, berdasarkan hak dan kewajiban yang diatur dalam
Undang-Undang, mengenai suatu peristiwa pidana yang telah atau sedang diduga
terjadi. Sementara itu, "aduan" diartikan sebagai pemberitahuan yang disertai
permintaan dari pihak yang dirugikan kepada pejabat berwenang untuk menindak secara
hukum seseorang yang diduga melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.

Laporan dan pengaduan pada dasarnya sama-sama merupakan bentuk
"pemberitahuan" yang disampaikan oleh seseorang kepada pejabat yang berwenang.
Perbedaannya terletak pada ruang lingkupnya, di mana laporan mencakup seluruh
tindak pidana secara umum, sedangkan pengaduan bersifat khusus, yaitu pemberitahuan
mengenai tindak pidana tertentu yang hanya dapat diproses apabila ada permintaan dari
pihak yang merasa dirugikan. Pengaduan merupakan hak korban untuk menentukan
apakah suatu tindak pidana akan dituntut atau tidak, karena hal tersebut menyangkut
langsung kepentingan pribadi korban. Oleh karena itu, dalam perkara delik aduan,
diberikan batas waktu untuk mencabut pengaduan sebagaimana diatur dalam Pasal 75

KUHP, yang menyatakan bahwa "orang yang mengajukan pengaduan berhak menarik
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"

kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan." Ketentuan ini
dimaksudkan agar korban memiliki waktu untuk mempertimbangkan dampak yang
mungkin timbul jika perkara tersebut tetap dilanjutkan atau dihentikan.

Seiring dengan perkembangan hukum pidana, sistem pemidanaan mulai
mengalami pergeseran ke arah alternatif penyelesaian yang lebih efektif, tanpa hams
selalu menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana. Salah satu pendekatan yang
berkembang adalah penerapan konsep perdamaian terhadap jenis-jenis tindak pidana
tertentu yang sering terjadi di masyarakat. Pelaksanaan konsep perdamaian ini
membuka ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam
menyelesaikan permasalahan criminal. Pendekatan ini juga menjadi landasan pemikiran
dalam mencari altematif penyelesaian yang lebih manusiawi dan konstruktif terhadap
kasus-kasus pidana yang timbul.

Alternatif penyelesaian yang ditempuh bertujuan untuk mewujudkan keadilan
yang bersifat humanis dan berperikemanusiaan. Dalam konsep perdamaian,
penyelesaian suatu tindak pidana menekankan pentingnya peran serta keterlibatan
masyarakat dalam membantu memperbaiki kesalahan maupun penyimpangan yang
terjadi di lingkungan mereka. Melalui jalur perdamaian ini, diharapkan pihak-pihak
yang merasa dirugikan dapat dipulihkan dan dampak perbuatan pidana yang dialami.
Proses pemulihan oleh pelaku dapat diwujudkan dalam bentuk ganti rugi, kerja social,
atau pelaksanaan tindakan perbaikan lainnya yang disesuaikan dengan kesepakatan

bersama yang dicapai oleh semua pihak dalam suatu pertemuan atau musyawarah.

B. METODE PENELITIAN

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini,
peneliti menggunakan penelitian hukum normatif (yuridis Normatif).

Metode penelitian hukum normatif empiris ini pada dasarnya ialah
penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari
berbagai unsur-unsur empiris. Dalam metode penelitian normatif empiris ini juga
mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya

disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. (Sabian

Utsman. 2014:2)
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Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dasar hukum, asas-asas, serta prinsip-
prinsip hukum yang digunakan guna menilai keabsahan dad permasalahan yang dikaji.
Dalam proses analisisnya, digunakan metode berpikir deduktif, yaitu suatu pendekatan
yang menarik kesimpulan dari premis umum yang telah terbukti kebenarannya, untuk
kemudian diterapkan pada situasi atau permasalahan yang bersifat khusus.

C. KERANGKA TEORI

Perdamaian adalah persetujuan untuk menyelesaikan sengketa atau perkara,
supaya tidak usah diperiksa atau diputus oleh hakim dalam putusan pengadilan.
Sebelum memeriksa suatu perkara perdata, hakim diwajibkan terlehih dahulu mencoba
mendamaikan kedua belah pihak. Perdamaian yang dicapai dimuka hakim atau
Pengadilan dibuat dalam bentuk akta perdamaian dan bertaku sebagai suatu putusan
hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. (R. Subekti, 2005:89)

Perdamaian adalah merupakan perjanjian formal, karena diadakan menurut
suatu formalitas tertentu, bila tidak maka perdamaian tidak mengikat dan tidak sah,
untuk memenuhi formalitas itu penting bagi penulis untuk menjelaskan pengertian
tentang akta sebagai bukti tulisan yang otentik. (R. Subekti, 2005:89)

Perjanjian perdamaian adalah perjanjian yang memupus hak dan kewajiban
semua pihak yang terlibat didalam perjanjian sehingga seluruh sengketa yang
diakibatkan oleh perjanjian yang dimaksudkan. (Wawan Muhwan timid, 2014:177)

Perdamaian dalam konteks hukum pidana dapat dimaknai sebagai suatu upaya
penyelesaian perkara kejahatan antara dua pihak yang berperkara, yang dilakukan di
luar proses peradilan formal. Penyelesaian pidana melalui jalur damai ini dikenal
sebagai perwujudan dari konsep keadilan restoratif (restorative justice).

Dalam perkara tindak pidana, seseorang memiliki hak untuk mencabut laporan
polisi, namun pencabutan tersehut hanya berlaku pada delik aduan. Ketentuan ini diatur
dalam Pasal 75 KUHP yang menyatakan bahwa "Orang yang mengajukan pengaduan,
berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan."

Ketentuan ini  dimaksudkan agar korban memiliki waktu untuk
mempertimbangkan dampak yang mungkin timbul apabila perkara tetap dilanjutkan
atau dihentikan. Adanya pengaturan mengenai delik aduan bertujuan untuk memberikan

perlindungan kepada pihak yang dirugikan serta memberi ruang bagi pihak yang
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berkepentingan untuk menyelesaikan persoalan hukum yang muncul di tengah
masyarakat secara lebih bijaksana.

Dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi balk korban maupun
terlapor, salah saw langkah yang dapat ditempuh adalah dengan membuat perjanjian
perdamaian antara kedua belah pihak. Perjanjian ini dapat dijadikan dasar bagi pelapor
untuk mencabut laporan polisi. Ketentuan mengenai pencabutan laporan juga diperkuat
oleh Putusan Mahkamah Agung (MA) No. 1600 K/Pid/2009. Dalam putusan tersebut,
Mahkamah Agung menegaskan bahwa salah satu tujuan hukum pidana adalah
memulihkan keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana. Meskipun pencabutan
dilakukan setelah melewati batas waktu tiga bulan sebagaimana ditentukan dalam Pasal
75 KUHP, Mahkamah Agung memandang bahwa adanya perdamaian antara pengadu
dan teradu memiliki nilai penting yang layak untuk dihormati. Oleh sebab itu,
penghentian perkara dinilai lebih membawa manfaat daripada melanjutkan proses

hukum.

D. PEMBAHASAN
Dampak Hukum pencabutan pengaduan dan laporan di kepolisian dengan adanya
perjanjian damai pada penyidikan tindak pidana

Proses pencabutan pengaduan dan laporan polisi merupakan bagian dari
mekanisme pelaporan suatu peristiwa oleh pihak yang bersangkutan. Korban tindak
pidana selaku pelapor memiliki hak untuk mencabut laporan yang telah disampaikan
kepada penegak hukum. Ketentuan mengenai hal ini secara jelas diatur dalam Pasal 75
KUHP, yang menyebutkan bahwa "orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik
kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan.

Dalam batas waktu yang telah ditetapkan oleh KUHP, pihak yang mengajukan
pengaduan memiliki hak untuk mencabut pengaduannya. Perdamaian menjadi salah saw
bentuk penyelesaian perkara pidana dalam delik aduan yang melibatkan kesepakatan
antara para pihak. Mekanisme ini hanya berlaku untuk tindak pidana yang bersifat delik
aduan, sehingga apabila pengaduan dicabut, maka proses hukum yang sedang
berlangsung secara otomatis dihentikan. Pencabutan pengaduan ini dapat dilakukan
pada tahap penyidikan, tahap pra-penuntutan (pemeriksaan berkas perkara), maupun

saat pemeriksaan di persidangan. Konsekuensi hukum dari pencabutan ini adalah
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penuntutan tidak dapat dilanjutkan karena menjadi batal. Dengan demikian, pencabutan
pengaduan dalam perkara delik aduan merupakan syarat mutlak untuk menghentikan
proses penuntutan.

Penjelasan Pasal 75 KUHP memberikan batasan bahwa pencabutan pengaduan
hanya dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan yang ditentukandalam ketentuan
hukum yang berlaku. Ketentuan ini diperjelas melalui Putusan Mahkamah Agung yang
menyatakan bahwa salah satu tujuan hukum pidana adalah untuk memulihkan
keseimbangan yang terganggu akibat adanya tindak pidana. Meskipun pencabutan
pengaduan dilakukan setelah melewati batas waktu tiga bulan sebagairnana diatur dalam
Pasal 75 KUHP, Mahkamah Agung berpendapat bahwa pencabutan tersebut tetap
memiliki nilai, karena perdamaian antara pelapor dan terlapor dinilai sebagai upaya
yang mengandung nilai luhur. Oleh karena itu, jika perkara dihentikan, manfaat yang
ditimbulkan dinilai lebih besar dibandingkan jika proses hukum terus dilanjutkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak AIPDA Raden Sukma, S.H., dari
SATRESKRIM Polres Kutai Kartanegara pada hari Kamis, 01 September 2022,
dijelaskan bahwa proses pencabutan laporan di lingkungan Satuan Reserse Kriminal
dilakukan dengan cara memediasi pelapor dan terlapor untuk menyelesaikan
permasalahan secara kekeluargaan. Penyelesaian tersebut diwujudkan dalam bentuk
kesepakatan damai yang dibuat secara tertulis, disaksikan oleh kedua belah pihak, para
saksi, serta penyidik atau pihak kepolisian. Tujuan dibuatnya kesepakatan tertulis ini
adalah sebagai bukti yang sah apabila di kemudian hari korban meminta
pertanggungjawaban, seperti biaya pengobatan atau ganti rugi atas kerusakan yang
terjadi. Jika kesepakatan hanya disampaikan secara lisan, maka apabila terjadi
perselisihan atau pengingkaran, tidak ada bukti otentik yang dapat dijadikan dasar
hukum, sehingga kesepakatan tersebut dianggap tidak sah secara hukum. Pendekatan
ini dilakukan agar proses penegakan hukum tetap berjalan sesuai dengan tujuan
keadilan. Salah satunya dapat terlihat dalam kasus pencurian ringan yang ditangani oleh
Satuan Resort Kriminal Polres Kukar yang berakhir pada penyelesaian secara
kekeluargaan. Kasus pencurian yang dilakukan oleh AM kepada NF Daerah Kelurahan
Melayu, Kecamatan Tenggarong. Dalam kasus tersebut AM telah melakukan pencurian
di rumah NF, sehingga NF yang merasa kehilangan barang di rumahnya, akhimya NF

melaporkan kasus pencurian tersebut kepada pihak Kepolisian Resor Kutai Kartanegara,
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setelah melakukan pengaduan pada tanggal 09 Mei 2022, belakangan setelah diselidiki
temyata pelaku merupakan keponakan dari NF, pada akhimya kedua belah pihak
menyelesaikan persoalan tersebut seen kekeluargaan dengan melakukan perjanjian
damai/kepakatan damai dan membayar kerugiaan yang telah dialami NF. Dengan
adanya kesepakatan kedua belah pihak tersebut laporan yang dilakukan oleh NF pun
dicabut. Karena adanya pencabutan aduan/laporan maka proses hukum tersebut
dihentikan.

Perkara tersebut merupakan salah satu contoh kasus yang ditangani oleh penyidik
Polres Kutai Kartanegara dan berhasil diselesaikan melalui mekanisme perdamaian. Di
samping itu, terdapat pula sejumlah kasus lain yang sebagian besar termasuk dalam
kategori tindak pidana ringan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP), antara lain kasus pencurian ringan dan penganiayaan ringan.

Dalam penanganan perkara di Polres Kutai Kartanegara, khususnya oleh Satuan
Reserse Kriminal (Satreskrim), digunakan acuan Peraturan Kepolisian Negara Republik
Indonesia (Perpol) Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana
Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan ini menjadi pedoman dalam proses
penyelidikan dan penyidikan untuk menyelesaikan perkara dengan mengedepankan
prinsip keadilan restoratif, guna memberikan kepastian hukum. Dalam penerapannya,
penyidik dapat mengeluarkan Surat Penghentian Penyelidikan (SPP-Lidik) dan Surat
Penghentian Penyidikan (SP3) dengan alasan demi hukum atas dasar keadilan restoratif.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perdamaian antara para
pihak yang terlibat dalam suatu perkara pidana dapat dijadikan dasar untuk penghentian
proses hukum, khususnya dalam perkara-perkara yang tergolong sebagai delik aduan.
Namun demikian, penerapan mekanisme perdamaian tidak dapat diberlakukan terhadap
tindak pidana yang diklasifikasikan sebagai delik biasa. Hal ini merujuk pada ketentuan
Pasal 75 Kitab Undang-Undang I Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa
pencabutan pengaduan sebagai bentuk kesepakatan damai hanya dapat menghentikan
proses hukum pada delik aduan. Dengan kata lain, dalam perkara delik biasa,
pencabutan pengaduan tidak serta-merta menghentikan penyidikan yang tengah
berjalan.

Selain itu, ketentuan mengenai batas waktu pencabutan pengaduan juga menjadi

hal yang esensial, di mana Pasal 75 KUHP memberikan tenggat waktu selama tiga bulan
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sejak pengaduan diajukan. Apabila pencabutan dilakukan setelah jangka waktu tersebut,
maka secara hukum tidak lagi dapat diterima. Oleh karena itu, dalam konteks
penyelesaian perkara pidana, mekanisme hukum yang ditempuh sangat ditentukan oleh
klasifikasi delik yang melekat pada perbuatan pidana yang dilakukan.

Namun, apabila tindak pidana yang dilaporkan oleh korban merupakan delik
biasa, maka proses hukum tetap dilanjutkan tanpa bergantung pada kehendak korban.
Dalam delik aduan, penuntutan terhadap pelaku bergantung pada persetujuan pihak
yang dirugikan, yakni korban. Dalam konteks ini, korban memiliki hak untuk mencabut
laporannya kepada pihak yang berwenang apabila antara dirinya dan pelaku telah
tercapai suatu kesepakatan damai. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 75 KUHP
yang menyatakan bahwa pengadu dapat menarik kembali pengaduannya dalam jangka
waktu tiga bulan sejak pengaduan diajukan. Sementara itu, dalam kasus delik biasa,
proses hukum tidak memerlukan persetujuan dari korban. Contohnya seperti pada kasus
pencurian, pembunuhan, atau bentuk-bentuk tindak pidana lainnya, pencabutan laporan
oleh korban tidak akan memengaruhi jalannya proses hukum. Dengan demikian,
meskipun telah terjadi perdamaian, penyidik tetap berkewajiban untuk menindaklanjuti
dan memproses perkara sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Pada prinsipnya, pencabutan laporan dalam perkara delik biasa tidak memiliki
akibat hukum yang menghentikan proses penanganan perkara. Meskipun korban atau
pelapor telah mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang, penyidik tetap
memiliki kewenangan dan kewajiban untuk melanjutkan proses hukum. Pencabutan
laporan hanya dapat diterima dalam perkara yang tergolong sebagai delik aduan.
Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan dinamika penegakan hukum, muncul
pandangan bahwa laporan pun dapat dicabut sebagai bagian dari hak pelapor. Dalam
konteks penegakan hukum modern, tidak hanya aspek legalitas yang dipertimbangkan,
tetapi juga aspek keadilan. Salah saw unsur penting dalam proses hukum saat ini adalah
terpenuhinya rasa keadilan. Hal ini mengandung makna bahwa penjatuhan sanksi pidana
tidak selalu menjadi solusi utama dalam penyelesaian perkara pidana. Sebaliknya, upaya
untuk menghadirkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat menjadi bagian dari fungsi
hukum sebagai Law of Social, yakni hukum yang berperan dalam menjaga harmoni

sosial dan menyelesaikan konflik secara adil dan proporsional
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Selanjutnya, dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018tentang
Penghentian Penyelidikan, pada poin 2 dijetaskan beberapa ketentuan sebagai berikut:
1. Dalam proses penyelidikan yang bertujuan untuk mencari dan menemukan suatu

peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, apabila fakta dan bukti yang
dikumpulkan oleh penyidik dianggap tidak cukup, maka hal tersebut dapat
dijadikan dasar untuk tidak melanjutkan penyelidikan ke tahap penyidikan.

2. Penghentian penyelidikan sebagaimana dimaksud di atas dilakukan dengan tujuan
untuk memberikan kepastian hukum bagi pan pihak yang terkait.

3. Dalam mengambil keputusan untuk menghentikan penyelidikan, penyidik wajib
memperhatikan persyaratan serta mekanisme yang telah diatur dalam ketentuan
yang berlaku.

Dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan
Restoratif (Restorative Justice), tidak secara tegas disebutkan bahwa proses hukum
pidana dapat dihentikan apabila telah terjadi perdamaian antara pihak-pihak yang
terlibat maupun adanya pencabutan laporan atau aduan oleh pelapor. Ketentuan
mengenai penerapan keadilan restoratif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala
Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak
Pidana, khususnya dalam Pasal 12. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa keadilan
restoratif dapat diterapkan dalam proses penyidikan sepanjang syarat-syarat formil dan
materiil sebagaimana ditentukan dalam regulasi tersebut terpenuhi.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021
mengalami pembaruan terkait penanganan tindak pidana melalui pendekatan keadilan
restoratif (Restorative Justice). Dalam Pasal 3 ayat (1) dinyatakan bahwa "penanganan
tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif wajib memenuhi persyaratan umum
dan/atau khusus." Sementara itu, Pasal 4 menguraikan bahwa persyaratan umum
tersebut mencakup unsur-unsur materiil dan formil yang hams dipenuhi dalam
penerapannya.

Pencabutan laporan sebagaimana tercantum dalam Pasal 75 KUHP menjadi salah
saw acuan bagi aparat kepolisian dalam menimbang upaya pemberian rasa keadilan
kepada masyarakat. Dengan semakin berkembangnya dinamika sosial serta
meningkatnya angka kriminalitas, kepolisian mendorong penyelesaian perkara melalui

jalur non-penal yang mengutamakan musyawarah dan kesepakatan antara korban dan
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pelaku. Selain itu, pencabutan laporan juga diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian
Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 serta Surat Edaran Kapolri, yang
merepresentasikan pcmbaruan dalam penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan
keadilan restoratif (Restorative Justice). Dalam regulasi tersebut dijelaskan bahwa
penghentian proses hukum dapat dilakukan apabila telah terjadi perdamaian antara pan
pihak serta adanya pencabutan aduan atau laporan olch pclapor atau pengadu, dengan
tetap mengacu pada persyaratan yang telah ditentukan dalam ketentuan yang berlaku.
Dari penjelasan-penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pencabutan aduan
dan laporan sebagaimana diatur dalam Pasal 75 KUIIP hanya berlaku untuk delik aduan,
yaitu delik yang bergantung pada pengaduan korban dan dapat diselesaikan melalui
musyawarah kekeluargaan atau kesepakatan antara korban dan pelaku, schingga proses
hukumnya dapat dihentikan dengan adanya pencabutan pengaduan. Sebaliknya, pada
delik biasa, pencabutan pengaduan tidak dapat menjadi dasar penghentian penyidikan.
Oleh karena itu, jika pencabutan laporan tidak dapat menghentikan proses hukum pada
delik biasa, maka sebenamya pengaturan mengenai hak korban untuk mencabut laporan
dalam delik biasa dirasa tidak diperlukan.
Solusi dalam persoalan yang timbul akibat pencabutan pengaduan dan laporan di
kepolisian dengan adanya perjanjian damai pada penyidikan tindak pidana
Penyelesaian perkara secara non-litigasi melalui mekanisme mediasi diatur dalam
Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang
Penyidikan Tindak Pidana, yang pada Pasal 12 menetapkan bahwa penerapan prinsip
Keadilan Restoratif dapat dilaksanakan dalam proses penyidikan apabila terpenuhi
persyaratan materiil dan formil sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu.
Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang
Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Restorative Justice)
memperkuat ketentuan tersebut dalam Pasal 3, yang menyatakan bahwa penerapan
keadilan restoratif dalam proses penyidikan hanya dapat dilakukan apabila memenuhi
persyaratan umum dan khusus yang telah ditetapkan. Pendekatan ini dikenal secara
hukum sebagai Keadilan Restoratif (Restorative Justice), yang menekankan
penyelesaian perkara dengan prinsip-prinsip keadilan yang berfokus pada pemulihan

hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat
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Selain konsep Restorative Justice, terdapat pula konsep mediasi penal yang
termasuk dalam bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan (Alternative Dispute
Resolution). Meskipun mediasi penal lebih sering diaplikasikan dalam perkara perdata,
konsep ini juga relevan dan dapat diterapkan dalam ranah hukum pidana sebagai suatu
alternatif mekanisme penyelesaian yang mengedepankan efisiensi, keadilan restoratif,
serta keterlibatan aktif para pihak terkait.

Beberapa instrumen hukum tersebut dapat dijadikan sebagai rujukan utama dalam
penyelesaian perkara pidana, khususnya pada kasus-kasus tindak pidana ringan. Esensi
dari proses pemidanaan sesungguhnya adalah pencapaian keadilan substantif, sehingga
putusan yang dihasilkan oleh aparat penegak hukum hendaknya didasarkan pada prinsip
keadilan, bukan semata-mata hanya pada penerapan norma hukum secara formal.
Konsep ini sejalan dengan adagium klasik "Fiat Justitia Ruat Caelum," yang
menegaskan bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa menghiraukan konsekuensi

apapun, sekalipun langit runtuh sekalipun.

E. PENUTUP

Kesimpulan

Pencabutan laporan polisi oleh pelapor diperbolehkan dalam sistem hukum di
Indonesia. Sesuai dengan Pasal 75 KUHP, pelapor memiliki hak untuk menarik kembali
laporannya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah pengaduan diajukan. Dengan
pencabutan laporan tersebut, proses perkara pidana yang dilaporkan dapat dihentikan
atau ditutup. Secara hukum, akibat pencabutan laporan ini adalah proses hukum tidak
dapat diteruskan dan penuntutan menjadi batal demi hukum sesuai ketentuan Pasal 75
KUHP. Pencabutan laporan melalui penyelesaian secara kekeluargaan atau perjanjian
damai diatur secara jelas dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia
(Perpol) Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana dengan Pendekatan
Keadilan Restoratif. Perpol ini menjadi pedoman dalam proses penyelidikan dan
penyidikan tindak pidana untuk memastikan kepastian hukum. Di dalamnya juga diatur
mengenai penghentian penyelidikan (SPP-Lidik) dan penghentian penyidikan (SP3)
yang dilakukan secara hukum dengan dasar keadilan restoratif.

Pencabutan pengaduan dan laporan kepolisian melalui mekanisme penyelesaian

secara kekeluargaan atau perjanjian damai antar para pihak merupakan bentuk
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penyelesaian hukum non-litigasi dalam ranah tindak pidana. Pendekatan ini telah

diterapkan secara konsisten dan efektif sejak tahap penyidikan hingga proses penuntutan

di pengadilan. Secara hukum, pencabutan pengaduan tersebut menimbulkan

konsekuensi pembatalan penuntutan, sehingga perkara dianggap telah selesa

Cara yang paling tepat untuk menyelesaikan perkara tindak pidana adalah melalui

mekanisme non-litigasi, yakni penyelesaian perkara di luar proses pengadilan. Istilah
lain dari penyelesaian non-litigasi di tingkat kepolisian tercantum dalam Peraturan
Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak
pidana berdasarkan prinsip keadilan restoratif (Restorative Justice). Pasal 3 ayat (1)
menyatakan bahwa penanganan perkara dengan keadilan restoratif harus memenuhi
persyaratan umum dan khusus. Pelaksanaan keadilan restoratif ini bertujuan untuk
memberikan kepastian serta keadilan bagi pihak terlapor dan korban. Lebih lanjut,
penyelesaian melalui keadilan restoratif harus disebarluaskan secara terorganisir,
sistematis, dan menyeluruh kepada masyarakat agar tercapai kepastian hukum, manfaat
hukum, dan keadilan yang seimbang.

Saran-saran

Adapun saran yang diberikan sebagaimana berikut:

1. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang memadai mengenai keterkaitan
antara pencabutan laporan dan kesepakatan damai dalam perkara pidana, yang
dapat dijadikan dasar untuk menghentikan proses penyidikan.

2. Perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata cara pencabutan pengaduan dan
laporan polisi sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana.

3. Diperlukan penyebarluasan informasi yang bersifat terstruktur, sistematis, dan
menyeluruh terkait Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 2021 mengenai penanganan tindak pidana dengan pendekatan keadilan

restoratif (Restorative Justice).
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